Jakarta, ........................
Reg. No.  .........../Pdt.G/2004/PN.JKT.PST

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

JAWABAN

dalam perkara antara :

1. 
.................................. -------------------------------
TERGUGAT I KONPENSI 

2.
.................................. -------- ----------------------
TERGUGAT II KONPENSI/  PENGGUGAT  REKONPENSI

Kuasa : ...............................
l a w a n
..............................----------------------
PENGGUGAT KONPENSI/



TERGUGAT REKONPENSI

______________________________________________________________________

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan ini kami sampaikan Jawaban, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

2.
Gugatan Penggugat Error in Persona
a. PENGGUGAT bukan merupakan persona standi in judicio

1. 
Bahwa kedudukan PENGGUGAT yang sebenarnya  sebagai kuasa hukum dari kliennya yaitu  ............ dan ....................... sesuai dengan  Surat Kuasa  tertanggal 24 Juni 2004 No. 200/SDL-SK/VI/2004 dan 201/............-SK/VI/2004.


Bahwa batasan kuasa sebagaimana diatur dalam pasal 1792 BW : “ Suatu  persetujuan dimana seseorang bertindak sebagai pemberi kuasa untuk melakukan  suatu  perbuatan  (tindakan) untuk dan atas nama pemberi kuasa“.

2.
Dalam gugatan ini kedudukan PENGGUGAT sebagai kuasa hukum yang dalam melakukan tindakan hukumnya bertindak mewakili pemberi kuasa (lastghebber atau mandatory). Bukanlah merupakan orang yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini. Dalam hal ini PENGGUGAT merupakan seorang legal mandatory yang bertindak dalam kedudukannya selaku penerima kuasa yang tidak dapat bertindak untuk atas nama dirinya sendiri  tetapi bertindak untuk atas nama pemberi kuasa  yang menurut pengakuan PENGGUGAT, si pemberi kuasa tersebut adalah  ................. dan ........................ sesuai dengan  Surat Kuasa  tertanggal  24 Juni 2004 No. 200/SDL-SK/VI/2004 dan 201/...........-SK/VI/2004.

3.
Bahwa dalam kasus ini  sungguh sangat jelas  kapasitas  PENGGUGAT hanya  sebatas kuasa hukum dari kliennya  yang semestinya bertindak untuk kepentingan kliennya  dan bukanlah sebagai pihak yang dapat mengajukan tuntutan gugatan ini untuk kepentingan dirinya. Oleh karena itu gugatan PENGGUGAT sudah seharusnya ditolak karena PENGGUGAT bukanlah pihak yang mempunyai kapasitas sebagai PENGGUGAT dan bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan.

b. Gugatan Penggugat Salah Alamat (Gemis  Aanhoedanig Heid)

Bahwa gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT I adalah salah alamat. Sehingga  penarikan  TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara dan digugat secara pribadi adalah sama sekali tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum, berdasar  alasan-alasan sebagai berikut :

1.
Bahwa TERGUGAT I merupakan karyawan dari TERGUGAT II dengan jabatan sebagai Manager dibagian hukum. Oleh karena kapasitasnya  TERGUGAT I tersebut sebagai Manager dibagian hukum, maka dalam melakukan surat-menyurat dengan PENGGUGAT,  TERGUGAT I mewakili kepentingan dari TERGUGAT II. Sehingga tidaklah tepat apabila  menjadikan TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini, apalagi digugat sebagai pribadi.
2.
Bahwa sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT dalam gugatannya point No. 5, perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT I adalah dalam kapasitasnya sebagai karyawan yang bekerja untuk TERGUGAT II sebagaimana ketentuan dari pasal 1367 KUHPerdata, sehingga dengan adanya pengakuan dari PENGGUGAT sendiri, semestinya PENGGUGAT tidak menarik TERGUGAT I sebagai pihak dalam perkara ini apalagi digugat dalam kapasitas pribadi (“ Pengakuan adalah bukti yang sah dan kuat “vide pasal  174 HIR)

3.
Oleh karena telah terbukti gugatan PENGGUGAT salah alamat, maka adalah tepat apabila gugatan PENGGUGAT untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima  dan menyatakan  TERGUGAT I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

3.
Gugatan PENGGUGAT kabur (obscuur libels)


a. Tidak jelas  objek yang disengketakan

Bahwa dalam posita gugatan PENGGUGAT tidak jelas objek yang disengketakan. Dalam gugatan ini PENGGUGAT  mendalilkan adanya gugatan yang berkaitan dengan kemasan produk yang tidak memenuhi ketentuan tentang lebelisasi dapat dilihat pada posita gugatan  point No. 1 sampai dengan No. 7,   namun  selanjutnya pada posita gugata point No. 8  sampai dengan point No. 12,  PENGGUGAT   mendalilkan mengenai adanya perbuatan  penghinaan yang dilakukan oleh PARA TEGUGAT. Sehingga dalam gugatannya, PENGGUGAT telah mencampuradukkan  antara gugatan yang didasari atas pelanggaran tentang suatu produk makanan  dengan  permasalahan penghinaan atas diri PENGGUGAT sendiri yang sebenarnya antara kedua objek permasalahan tersebut terpisah satu dengan lainnya baik menyangkut fakta hukumnya maupun dasar yuridisnya.

Oleh karenanya gugatan PENGGUGAT telah mengandung cacat formil yang sangat mendasar,  dimana dalam gugatan tersebut tidak jelas dasar hukumnya dan kejadian yang mendasari gugatan serta adanya pertentangan antara posita yang satu dengan posita lainnya, maka  untuk itu adalah tepat apabila  gugatan PENGGUGAT untuk  ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. 

b. Terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum

1. Bahwa terdapat pertentangan antara posita dan petitum. Dalam suatu gugatan “antara posita dan petitum harus saling mendukung  dan tidak boleh saling bertentangan”.  Tidak terpenuhinya hal ini menyebabkan gugatan cacat formil dalam bentuk obscuur libels. 

2. Bahwa gugatan  PENGGUGAT  dalam positanya pada point 1 sampai dengan point No. 7 jelas-jelas mempermasalahkan  masalah kemasan produk makanan  yang menurut PENGUGAT telah melanggar ketentuan, namun dalam petitumnya  tuntutan PENGGUGAT  berkaitan dengan tuntutan penghinaan. Untuk ini  dapat dilihat pada petitum point 2  : Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II  telah melakukan penghinaan dan seterusnya….  
3. Selanjutnya  dalam positanya PENGGUGAT  telah  menguraikan pengenaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sementara dalam petitumnya point No. 5 menuntut adanya dwangsom sebesar 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).  Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT sungguh nyata antara posita dan petitumnya tidak sejalan dan tidak bersamaan secara singkron. Oleh karenanya  gugatan PENGGUGAT secara keseluruhan cacat, dan dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MA tanggal 5 Nopember 1975, No. 28 K/Sip/1973 ).

4.
Gugatan PENGGUGAT Prematur 

4.1. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT mengajukan pula gugatan yang didasarkan    atas adanya perbuatan   fitnah pasal 1372 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. 

4.2. Bahwa gugatan yang didasarkan pada  perbuatan  fitnah  tersebut seharusnya diajukan tuntutan secara pidana terlebih dahulu sampai memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana  ketentuan pasal 1373  ayat (2) KUHPerdata yang menyatakan “Jika ia menuntut pernyataan, bahwa perbuatan  yang telah dilakukan itu  bersifat menfitnah, maka berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 314  Kitab Undang Undang  Hukum Pidana  untuk tuntutan tentang menfitnah.” Sementara dalam kasus ini hal ini sama sekali belum terbukti adanya perbuatan  fitnah tersebut secara hukum apalagi telah ada suatu keputusan yang tetap. Oleh karena gugatan PENGGUGAT  tersebut adalah prematur  yang sudah seh

5. Bahwa TERGUGAT II  menolak dengan tegas perubahan gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT pada persidangan tertanggal ................... karena perubahan tersebut merupakan perubahan  yang telah menimbulkan  suatu keadaan baru.

5.1. Bahwa dengan penambahan .................... sebagai TERGUGAT I menimbulkan suatu keadaan baru yang berbeda dengan keadaan sebelumnya yang mengakibatkan perubahan posita maupun dalam petitumnya sehingga dengan adanya perubahan tersebut dapat merugikan TERGUGAT semula sekarang TERGUGAT II.
5.2. Bahwa disamping itu dengan penambahan ......................... sebagai TERGUGAT I telah menimbulkan keadaan yang saling tumpang tindih karena notabene TERGUGAT I  merupakan karyawan dari TERGUGAT II, yang dalam melakukan perbuatan hukum tersebut bertindak untuk kepentingan TERGUGAT II, sehingga kapasitas sebagai TERGUGAT I tidaklah tepat apabila digugat sebagai pihak apalagi digugat sebagai pribadi.

5.3.  Bahwa dengan demikian perubahan yang dilakukan oleh PENGGUGAT merupakan perubahan yang mendasar menyangkut pokok gugatan yang sangat merugikan kepentingan TERGUGAT I, dan perubahan tersebut tidak dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 226. K/Sip/1973 tanggal 27-11–1975. Maka sangat tepat apabila majelis hakim untuk menolak atau tidak menerima gugatan PENGGUGAT tersebut. 

6. Bahwa oleh karena seluruh eksepsi PARA TERGUGAT telah terbukti secara hukum, maka sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku, kami mohon agar dapat diberikan putusan sela terlebih dahulu terhadap eksepsi PARA TERGUGAT.
DALAM POKOK PERKARA :

1. 
 

1.  
Bahwa terhadap  hal-hal yang telah dikemukakan oleh PARA TERGUGAT dalam eksepsi  adalah juga temasuk dalam pokok  perkara yang merupakan satu     kesatuan yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas seluruh dalil dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT. 

3. Bahwa  mengenai somasi  dari PENGGUGAT tertanggal 24 Juni 2004 No. 183/............-EX/2004, PARA TERGUGAT patut mempertanyakan akan maksud yang sebenarnya dari somasi  PENGGUGAT tersebut   karena telah ditemukan kejanggalan-kejanggalan, sebagai berikut : 
3.1.
Struk  pembelian pada tanggal 9  Juni 2004 sesuai dengan No. Bill : 003008  09062004 berupa pembelian  produk :  Rasberrry Conserve, Kiwi Passionrunch dan Enbeer Sahne Choco (bukti T-2).
      Dengan sendirinya  struk pembelian tertanggal 9 Juni  2004 tidak berlaku karena telah melebihi tenggang waktu pengajuan ganti rugi sebagaimana diatur dalam  UU Perlindungan Konsumen yang memberikan batasan waktu selama 7(tujuh) hari dari saat pembelian,  sesuai Ketentuan Undang-undang  RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 19 ayat (3) mengenai tanggung jawab pelaku usaha yang menyatakan : “Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi”.  

Surat somasi baru diterima oleh PARA TERGUGAT tanggal 24  Juni 2004 maka dari tanggal transaksi yaitu tanggal 9 Juni 2004 batasan waktu untuk mengajukan tuntutan telah lewat. Hal ini sangat mengherankan apabila dilakukan PENGGUGAT yang mengaku sebagai Pengacara dari kliennya. Apa maksud yang sebenarnya dari PENGGUGAT dalam  mengajukan somasi kepada PARA TERGGUAT ?

Pada tanggal 26 Juni 2004  terdapat  2 (dua ) buah  bill pembelian  yang hanya terpisah beberapa detik saja dan beda kasir.  Struk  yang pertama  terjadi pada detik 14:40 sesuai dengan No. Bill.  003004-20062004, C: 4132 dan 14:40 sesuai dengan  No. Bill. 003006-2006200-0099, C: 4196. (bukti surat  tanggal 1 Juli 2004 mengenai produk kadaluarsa) ini membuktikan terdapat 2 (dua) konsumen.

3.2.1.
Apa mungkin pada  tanggal 26 Juni 2004 tersebut  terdapat 2 (dua)  Konsumen yang tidak saling mengenal dan saling mengetahui permasalahannya masing-masing mengajukan klaim kepada pihak  TERGUGAT II melalui satu pengacara  yaitu PENGGUGAT sendiri yang telah/sedang menangani hal yang sama,  seperti yang dialami oleh konsumen terdahulunya (struk tertangal 9 Juni 2004)??? (bukti surat somasi pertama pihak WDL   PENGGUGAT mengenai produk tidak terdaftar).

3.2.2.
Bahwa   1 struk pembelian  mewakili 1  (satu) orang konsumen  maka  jika terdapat 3 Struk Pembelian seharusnya terdapat 3 (tiga) konsumen bukannya  2  (dua) orang konsumen sesuai dengan surat kuasa PENGGUGAT.  (bukti struk pembelian tertanggal 9 dan 26 Juni 2004). Dengan adanya bukti tersebut makin jelas apa sesungguhnya maksud dari PENGGUGAT dalam melakukan somasi maupun pengajuan gugatan terhadap PARA TERGUGAT ? Apalagi semua tuntutan diikuti dengan adanya tuntutan ganti rugi ?  Apakah  tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT dapat dibenarkan secara hukum ???? Apalagi PENGGUGAT menyebut dirinya Pengacara yang terhormat yang notabene mengetahui dan mengerti hukum ?

4.
Bahwa  tidak benar  dalil  PENGUGAT  pada  point 1 sampai dengan point 7 yang menyatakan seolah-olah TERGUGAT II telah menjual produk-produk yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. PARA TERGUGAT mensomer PENGGUGAT untuk membuktikannya. Apabila ternyata PENGGUGAT tidak dapat membuktikannya,  maka PENGGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum.

4.1.  
Bahwa atas barang yang dituduhkan tidak terdaftar pada Dirjen BPOM oleh PENGGUGAT tersebut, sebenarnya sudah terdaftar pada Departemen Kesehatan RI Direktorat Jendral Pengawasan Obat dan Makanan, yaitu berdasarkan Persetujuan Pendaftaran No. 447/BB/REG/MD/03/97/7078 atas nama importir/perwakilan PT. ........................................   dan Persetujuan Pendaftaran PO.01.02.5074.PKPI/MLT/03/02 atas nama importir PD. .................... Dengan demikian telah terbukti secara hukum bahwa tidak benar TERGUGAT II telah menjual produk ilegal seperti yang disangkakan oleh PENGGUGAT dalam surat somasi maupun dalam gugatannya.

 4.
2.  Sedangkan mengenai kewajiban pemasangan label bukanlah tanggungjawab dari TERGUGAT II, sebagai pedagang ritel akan tetapi tanggungjawab dari pihak yang memproduksi atau importir dari barang tersebut,  sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 UU No. 7 tahun 1996 tentang pangan  yang berbunyi :

“(1)
Setiap orang yang memproduksi atau memasukan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label, di dalam, dan atau di kemasan pangan.

Dan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah RI No. 69 tahun 1999  menyatakan :

“(1)
Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah untuk memperdagangkan wajib mencantumkan Label pada, di dalam, dan atau dikemasan pangan.

Selanjutnya menurut ketentuan pasal 24 Undang Undang No. 8 tahun 1999 menyatakan :

(1) Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain  bertanggung jawab  atas tuntutan ganti rugi  dan/atau  gugatan konsumen apabila :

a. Pelaku usaha  lain menjual kepada konsumen  tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;

b. Pelaku usaha lain, di dalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh  pelaku  usaha atau tidak sesuai  dengan contoh, mutu, dan  komposisi.

(2)
Pelaku   usaha sebagaimana  dimaksud pada  ayat (1) dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha  lain  yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali  kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang  dan/atau jasa.  

4.3.
Berdasarkan ketentuan tersebut diatas telah terbukti TERGUGAT II, tidak menjual produk yang belum terdaftar. Sehingga apabila  PENGGUGAT  bermaksud untuk menuntut mengenai tidak terdaftar atau tidak adanya lebelisasi dalam kemasan produk bukanlah ditujukan terhadap TERGUGAT II tetapi  kepada  pengusaha yang memproduksi ataupun yang  memasukkan produk-produk kemasan tersebut ke wilayah INdonesia. Dengan demikian dalil dari PENGGUGAT jelas tidak terbukti dan tidak berdasarkan hukum. 

5. 
Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT pada point No.8  sampai dengan 11.  Pada point 8 yang menyebutkan : “ Tergugat I telah melanggar hak-hak Penggugat yang dikarenakan Tergugat I dalam surat balasan pada tanggal 12 Juli 2004  dalam sampul surat tidak menuliskan kata-kata confidential.”
5.1.
Bahwa  sebuah surat tanpa mencantumkan  kata-kata “confidential” bukan berarti  surat tersebut bersifat umum atau terbuka untuk umum. Secara etika suatu surat hanya berhak dibuka oleh orang yang dituju oleh surat tersebut dan tidaklah boleh dibaca oleh orang lain tanpa persetujuan dari orang yang berhak untuk menerima surat tersebut. Jadi tuduhan dari PENGGUGAT bahwa TERGUGAT I telah melanggar hak-hak dari PENGGUGAT  karena tidak mencantumkan kata “confidential” sangat tidak berdasarkan fakta hukum dan terlalu dibesar-besarkan. 

5.2. Bahwa  dalam posita  gugatan point 8 tersebut, PENGGUGAT juga telah menuliskan kalimat yang berbunyi “Saudara telah nyata-nyata bertindak tidak atas nama klien saudara…dan seterusnya”, 

Bahwa apa yang dikutip oleh PENGGUGAT tersebut adalah tidak lengkap. Bahwa  sesungguhnya bunyi lengkap dari kalimat tersebut sebagaimana  surat   PARA TERGUGAT tertanggal 12 Juli 2004 pada point 1 alenia ketiga adalah sebagai berikut :  “Dalam surat tanggapan saudara  tertanggal 1 Juli 2004, saudara telah nyata-nyata bertindak tidak untuk atas nama  klien saudara tetapi bertindak  untuk diri sendiri secara pribadi ...” 


Dari kutipan lengkap tersebut jelas terbukti  PENGGUGAT dalam gugatannya telah memotong kalimat dari yang seharusnya atau dengan kata lain PENGGUGAT telah memanipulasi kalimat yang sebenarnya yaitu menghilangkan kalimat “Dalam surat tanggapan saudara  tertanggal 1 Juli 2004” dengan maksud dan tujuan seolah-olah TERGUGAT I telah menyerang kehormatan PENGGUGAT. Padahal PARA TERGUGAT tidak bermaksud sebagaimana yang didalilkan adanya penghinaan terhadap PENGGUGAT. Dan hal telah membuktikan bahwa gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak berdasarkan hukum dan jelas-jelas mengada-ada.

5.3. Bahwa  dengan demikian  telah nyata dan terbukti berdasarkan hukum bahwa dalam surat PENGGUGAT tertanggal 1 Juli 2004, surat tertanggal  12 Juli 2004 dan surat tertanggal 23 Juli 2004  tidak satu kalimatpun menyebutkan kata “untuk dan atas nama siapa PENGGUGAT melakukan tindakan hukum tersebut”, sehingga wajar apabila PARA TERGUGAT dalam surat balasannya menanyakan hal tersebut  dan bukan  bermaksud menghina atau melecehkan PENGGUGAT  sebagaimana  yang telah didalilkan oleh PENGGUGAT sendiri. Apakah pertanyaan PARA TERGUGAT tersebut salah ? karena dalam surat-surat PENGGUGAT tersebut  di atas  memang tidak satu kalimatpun menyebutkan siapa kliennya dan juga tidak menyebutkan kata “bertindak untuk dan atas nama klien kami”.

5.4. Dengan demikian terbukti bukanlah PARA TERGUGAT  yang telah melakukan perbuatan penghinaan maupun pelecehan seperti yang didalilkan oleh PENGGUGAT tapi justru  malah sebaliknya tanpa dasar hukum PENGGUGAT telah menuduh PARA TERGUGAT menjual  suatu produk yang  belum terdaftar?? Sebenarnya PARA TERGUGATLAH yang  telah merasa dilecehkan dan dicemarkan nama baiknya  dengan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar sama sekali, dimana hal ini sangat aneh apabila dilakukan oleh orang yang mengaku mempunyai profesi pengacara yang katanya  sangat terhormat ini. 

6.
Bahwa oleh karena  berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas ternyata  tidak terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan tindakan pelecehan atau penghinaan sebagai mana dalil PENGGUGAT, maka adalah tepat apabila terhadap tuntutan PENGGUGAT  pada point No. 12 untuk ditolak. Sehingga adalah tepat apabila Majelis Hakim tidak mengabulkan atau menolak gugatan PENGGUGAT berdasarkan  ketentuan pasal 1376 KUHPerdata yang berbunyi : “Tuntutan perdata tentang penghinaan, tak dapat dikabulkan jika tidak ternyata adanya maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada, Jika si pembuat nyata-nyata telah berbuat untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya”. 
7.  Bahwa oleh karena telah terbukti gugatan  PENGGUGAT tidak terbukti secara sah berdasarkan hukum dan tidak ada kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT, maka sudah selayaknya tuntutan sita jaminanan  dari PENGGUGAT sebagaimana pada posita point No. 13 dan petitum   nomor 4  untuk ditolak.  Apalagi menurut ketentuan undang-undang terhadap suatu tuntutan gugatan immaterial tidak dapat dimohonkan sita jaminan sebagai jaminan pelaksanaan putusan. Oleh karenanya  adalah tepat apabila permohonan sita jaminan yang diajukan oleh PENGGUGAT untuk ditolak atau  dinyatakan tidak dapat diterima.

8.  Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil posita PENGGUGAT point 14 karena sama sekali tidak berdasarkan hukum. Bahwa  menurut hukum, suatu tuntutan dwangsom hanya dapat dimintakan berkaitan dengan tuntutan berupa penyerahan suatu barang.  Sedangkan dalam dalil gugatan PENGGUGAT sama sekali tidak berkaitan dengan  tuntutan penyerahan suatu barang, tetapi di dasarkan pada  tuntutan atas pembayaran ganti rugi sejumlah uang. Oleh karenanya adalah tepat apabila tuntutan dwangsom dari PENGGUGAT untuk ditolak.

DALAM REKONPENSI

1.
Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konpensi adalah juga  termasuk dalam Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan  yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa dalam gugatan rekonpensi ini diajukan oleh TERGUGAT II KONPENSI yang dalam gugatan rekonpensi ini menjadi PENGGUGAT REKONPENSI. 

3.  PENGGUGAT REKOPENSI adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam usaha perdagangan ritel dan sudah dikenal baik didalam negeri maupun diluar negeri.

4. Bahwa TERGUGAT REKONPENSI adalah seorang Pengacara yang telah melakukan suatu Teguran/somasi kepada  PENGGUGAT REKONPENSI  melalui suratnya tertanggal 24 Juni 2004 No. 183/.....................-EX/2004. Dalam suratnya tersebut  TERGUGAT REKONPENSI  telah menuduh PENGGUGAT REKONPENSI menjual barang-barang yang tidak terdaftar pada BPOM Departemen Kesehatan yang meliputi barang-barang berupa, Witor’s Extra Milk, Piasten (Coklat), Mark & Spenser Selai, Permalat Wafer Biskuit. 

5. Bahwa dalam surat tertanggal 24 Juni 2004 tersebut tanpa  periksa terlebih dahulu mengenai kebenaran, TERGUGAT REKONPENSI  langsung menuduh  bahwa barang yang dijual di tempat  PENGGUGAT REKONPENSI adalah tidak terdaftar di BPOM Departemen Kesehatan RI. Selain  mengajukan tuduhan tersebut, TERGUGAT REKONPENSI juga menuntut kepada PENGGUGAT REKONPENSI  suatu pernyataan permintaan maaf dan  menuntut suatu konpensasi ganti rugi sejumlah uang dengan disertai ancaman harus dipenuhi  pada  batas waktu yang telah ditentukan oleh TERGUGAT REKONPENSI yaitu terakhir sampai dengan tanggal 28 Juni 2004.

6. Bahwa karena adanya surat tuduhan yang tidak berdasar hukum dari TERGUGAT REKONPENSI  tersebut, PENGGUGAT REKONPENSI mencoba memberikan klarifikasi  dengan mengirim surat tertanggal 28 Juni 2004  yang intinya memberikan informasi bahwa atas barang produk yang dijual ditempat PENGGUGAT REKONPENSI sudah terdaftar pada BPOM Departemen Kesehatan RI, yaitu berdasarkan Persetujuan Pendaftaran No. 447/BB/REG/MD/03/97/7078 atas nama importir/perwakilan PT. ............................... dan Persetujuan Pendaftaran PO.01.02.5074.PKPI/MLT/03/02 atas nama importir PD. ..............................upakan suatu tuduhan yang menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum.

7. Bahwa atas klarifikasi dari PENGGUGAT REKONPENSI tersebut,  TERGUGAT REKONPENSI telah memberikan tanggapannya dalam surat tertanggal 1 Juli 2004 No.188/....................-EX/VII/2004, dimana dalam surat tersebut TERGUGAT REKONPENSI    tidak menyebutkan untuk siapa ia bertindak secara hukum (padahal PENGGUGAT REKONPENSI sudah berulang kali menanyakan siapa klien dari TERGUGAT REKONPENSI tersebut) dan juga tidak mencantumkan kalimat “bertindak untuk dan atas nama klien kami”  serta  tidak pula pernah melampirkan surat kuasa dari Kliennya bahkan nama dari kliennya pun tidak pernah disebutkan.  Dengan tidak menyebutkan untuk siapa  TERGUGAT REKONPENSI  bertindak, maka kedudukan ia sebagai kuasa hukum dari Kliennya atau bukan menjadi rancu dan  menjadi sangat tidak jelas.

8. Bahwa dalam surat tertanggal 1 Juli 2004 tersebut, TERGUGAT REKONPENSI juga mencoba-coba mencari-cari kesalahan lain dari PENGGUGAT REKONPENSI dengan mengatakan adanya produk yang dijual ditempat  PENGGUGAT REKONPENSI yang kedaluwarsa. Bahwa setelah diadakan pengecekan ulang  atas barang yang menurut TERGUGAT REKONPENSI  telah kedaluwarsa yaitu Permalat Water Biscuit,   ternyata sangkaan tersebut sama sekali  tidak benar. Sehingga menimbulkan tanda-tanya bagi PENGGUGAT REKONPENSI  mengenai  benar tidaknya barang tersebut di beli oleh TERGUGAT REKONPENSI ditempat PENGGUGAT REKONPENSI ?? Sangat  jelas hal  ini  sengaja dihembuskan  untuk memberikan perasaan bersalah kepada PENGGUGAT REKONPENSI. 

9. Bahwa selain pada surat tertanggal 1 Juli 2004 tersebut , ternyata dalam   surat-surat  TERGUGAT REKONPENSI  tertanggal 12 Juli 2004 dan surat tertanggal 23 Juli 2004 TERGUGAT REKONPENSI juga tidak mengatasnamakan kliennya, sehingga segala tanggungjawab secara hukum akan menjadi tanggung-jawab dari TERGUGAT REKONPENSI sendiri sebagai Pengacara bukan lagi tanggung-jawab orang yang diwakili (klinnya). Sehingga tuduhan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan penghinaan adalah tidak terbukti karena kenyataannya sesuai surat-surat tersebut TERGUGAT REKONPENSI telah bertindak atas nama pribadi dengan tidak mencantumkan kalimat “ bertindak untuk dan atas nama klien kami “ dalam surat somasi maupun tanggapan-tanggapan surat berikutnya.

10. Bahwa posisi PENGGUGAT REKONPENSI hanyalah sebagai pengusaha yang menjual barang-barang ritel, dan   tidak merubah kemasan maupun isi dari produk-produk makanan tersebut (vide pasal 24 Undang Undang  No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Sedangkan mengenai kewajiban pendaftaran pangan dan lebelisasi bukanlah merupakan tanggung-jawab ataupun   kewajiban  dari  PENGGUGAT REKONPENSI sebagai Pengusaha ritel, akan tetapi merupakan  tanggung jawab dari produsen apabila barang tersebut produk dalam negeri dan para importir apabila barang tersebut produk dari luar negeri (vide Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 382/Menkes/Per VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan ayat (1)“ Produsen atau importir wajib mendaftarkan makanan yang diproduksi atau diimpor “. ayat (2) “ Produsen atau importir wajib menjamin keamanan mutu serta kebenaran label makanan yang didaftarkan “).

Dengan demikian tuduhan yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI  adalah tidak tepat dan salah alamat serta sama sekali tidak berdasarkan hukum. Sehingga  atas tuduhan tersebut PENGGUGAT REKONPENSI telah dirugikan baik secara materiil maupun nama baiknya (immateriil).

11.
Bahwa  tuduhan-tuduhan  yang dilakukan TERGUGAT REKONPENSI terhadap  PENGGUGAT REKONPENSI selain tidak terbukti dan telah melanggar hukum juga    sangat kelewatan, karena tuduhan yang dilakukan bukan bersifat  praduga lagi tapi sudah benar-benar mengarah pada  suatu tuduhan yang bersifat fitnah dan kebohongan yang  dapat merusak image pasar dari usaha PENGGUGAT REKONPENSI. Tuduhan tersebut selain jelas-jelas mendiskreditkan PENGGUGAT  REKONPENSI juga dapat mencemarkan  nama baik    PENGGUGAT REKONPENSI   sebagai pedagang eceran yang mempunyai segmen pasar kalangan menengah keatas, dimana kalangan ini sangat sensitif dan peka terhadap adanya isu-isu yang bersifat merusak image dagang. 


Dengan tidak terbuktinya tuduhan-tuduhan dari TERGUGAT REKONPENSI  tersebut, maka telah menjadi suatu bukti  bahwa TERGUGAT REKONPENSI  telah  melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdata yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT REKONPENSI.

12.
Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI tersebut,  PENGGUGAT REKONPENSI telah mengalami kerugian baik materil maupun immateriil yang dapat dirinci sebagai berikut :

1.     Kerugian Materil berupa kehilangan keuntungan akibat tidak dapat menjual produk-produk yang menurut tuduhan TERGUGAT REKONPENSI tidak terdaftar yang keseluruhannya berjumlah Rp. 378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)

2. Kerugian immateriil akibat kehilangan kepercayaan konsumen dan tercorengnya reputasi dan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI yang jumlahnya sebesar Rp.  5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

13. Bahwa untuk menjamin agar putusan atas perkara ini dapat terlaksana dan untuk menghindari itikad tidak baik dari TERGUGAT REKONPENSI, maka adalah tepat apabila dapat diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik TERGUGAT REKONPENSI baik yang sudah ada sekarang atau yang akan ada dikemudian hari baik harta tetap maupun harta benda bergerak milik TERGUGAT REKONPENSI (conservation beslag) yang terdiri dari :

1. Tanah dan bangunan setempat dikenal dengan  
2. Tanah dan bangunan kantor setempat dikenal Jaya.

3. Kendaraan roda empat (mobil).

14. Bahwa  Gugatan ini diajukan  atas dasar bukti yang authentik yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Oleh karenanya putusan  ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun adanya Bantahan, Banding maupun Kasasi (uit Voerbaar bij Vorraad).

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya MAJELIS HAKIM mengabulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II  seluruhnya;

2. Menyatakan  TERGUGAT I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak  gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1.  
Mengabulkan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II untuk seluruhnya;

2.  
Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II.

3.  Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar  ganti rugi  yang dengan perincian sebagai berikut :

1. Kerugian materil sebesar Rp. 378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu  rupiah)

2. Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

4.
Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk  membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex Aequo  et Bono)

Hormat kami

Kuasa Hukum  

TERGUGAT  I KONPENSI dan 

TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI,

Jakarta, .................
Reg. No.  ................./Pdt.G/2004/PN.JKT.PST

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

DUPLIK

dalam perkara antara :

1. 
............................... -------------------------------
TERGUGAT I KONPENSI 

2.
........................ -------- ---------------------------
TERGUGAT II KONPENSI/  PENGGUGAT  REKONPENSI

Kuasa : ......................................
l a w a n
..................----------------------
PENGGUGAT KONPENSI/



TERGUGAT REKONPENSI

______________________________________________________________________

Dengan hormat,

Untuk dan atas nama TERGUGAT I dan TERGUGAT II, dengan ini kami sampaikan Duplik, sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II  tetap pada eksepsi  semula dalam Jawaban dan oleh karenanya menolak dengan tegas seluruh dalil PENGGUGAT, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT.

2.
PENGGUGAT bukan merupakan  Persona Standi ini Judicio

2.1. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT  point 2 dan 3 karena  tidak berdasarkan hukum dan memutarbalikan fakta.  Secara hukum timbulnya permasalahan ini tidaklah dapat dilepaskan  dari  kedudukan PENGGUGAT sebagai   legal mandatory  yang bertindak melakukan suatu perbuatan  untuk dan atas nama kliennya. Karena  secara hukum kasus ini  muncul  berkaitan dengan somasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT II. Sehingga secara hukum  kasus ini  merupakan kasus yang muncul sebagai akibat dari  surat menyurat antara tidak  dapat  berdiri sendiri  terlepas sebagai kedudukan   legal mandatory  dari  PENGGUGAT. Sehingga secara hukum tidak dapat PENGGUGAT melepaskan diri dari  kedudukannya tersebut dengan begitu saja meninggalkan tanggung jawabnya kepada klien, muncul secara pribadi menggugat PARA TERGUGAT.


2.2.
Dalam melakukan tindakan hukum ini dengan sendirinya  untuk kepentingan orang yang diwakili  dan bukan untuk kepentingan si penerima kuasa secara pribadi yang dalam hal ini adalah PENGGUGAT.  Akan tetapi dalam kasus ini PENGGUGAT secara serta merta  telah mengambilalih kedudukan   hukum orang yang berperkara, yaitu kliennya sendiri, sehingga kedudukan PENGGUGAT  dari sebagai kuasa  menjadi orang yang berperkara. Dengan demikian tanggung jawab secara hukumnya telah berpindah  dari kliennya  PENGGUGAT kepada PENGGUGAT secara pribadi. Hal ini jelas-jelas melampaui batasan  kuasa  sebagai  seorang  legal mandatory sebagaimana  ketentuan pasal 1797 KUHPerdata, yang berbunyi “Si kuasa tidak  diperbolehkan  melakukan  sesuatu apapun  yang melampaui kuasanya ... “

3.
Gugatan PENGGUGAT salah  alamat (Gemis aanhoedanig Heid)


Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGUGAT point 4 karena   secara hukum TERGUGAT I dalam melakukan  tindakan hukumnya  bukanlah bertindak untuk kepentingan pribadinya tetapi bertindak untuk  kepentingan perusahaan tempat ia bekerja yaitu TERGUGAT II.  Sehingga secara hukum tidaklah dapat PENGGUGAT menyerang pribadi TERGUGAT I untuk perbuatan hukum yang dilakukannya untuk atas nama perusahaan sebagaimana ketentuan pasal 1367  KUHPerdata yang PENGGUGAT dalilkan.  Jelas dalam  pasal 1367 KUHPerdata  menyatakan  “majikan-majikan  dan mereka   yang mengangkat orang-orang lain  untuk mewakili urusan-urusan mereka  adalah bertanggung jawab tentang kerugian   yang diterbitan oleh pelayan-pelayan atau  bawahan-bawahan  mereka di dalam  melakukan pekerjan  untuk mana orang itu dipakai”. Dari ketentuan pasal ini  terbukti bahwa terhadap perbuatan yang dilakukan oleh seorang karyawan yang bertindak untuk atas nama majikannya tidaklah dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pribadi karena notabene perbuatan itu dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi dari si karyawan.


Oleh karenanya  penuntutan TERGUGAT I  secara pribadi dalam perkara ini  adalah tidak tepat  sebagaimana Yurisprudensi Tetap MARI  tanggal 20 April 1977 No. 601K/Sip/1975  “ Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, misalnya seorang pengurus yayasan digugat secara pribadi.” Oleh karenanya adalah tepat TERGUGAT I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini.

4.
Gugatan PENGGUGAT kabur

a. Tidak Jelas Objek yang disengketakan

PARA TERGUGAT menolak dalil PENGGUGAT  point  5 karena dalil PENGGUGAT sama sekali tidak  berdasarkan hukum karena dalil PENGGUGAT tersebut  bukanlah merupakan bantahan terhadap dalil-dalil PARA TERGUGAT, tetapi lebih merupakan umpatan dan rasa frustasi ataupun rasa putus asa dari PENGGUGAT tehadap gugatannya sendiri yang jelas-jelas telah terbukti  mncampuradukan antara  gugatan yang berkaitan dengan  kemasan produk dengan gugatan  berkaitan dengan penghinaan atas  diri PENGGUGAT pribadi 

Apabila dicermati sebenarnya  dalil PENGGUGATtersebut sama sekali tidak membantah dalil-dalil PARA TERGUGAT sehingga  secara hukum PENGGUGAT telah mengakui kebenarannya bahwa gugatan PENGGUGAT kabur (Obscuur Libels).

b. Terdapat saling pertentangan  antara posita dan petitum

a. 
PARA TERGUGAT menolak  dalil PENGGUGAT point 7  berkaitan dengan dwangsom yang jelas-jelas terdapat pertentangan antara posita dan petitumnya.Dimana dalam positanya telah diminta dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- semntara dalam petitumnya jelas-jelas hanya meminta sebesar Rp. 500.000,- rupiah yang dibebankan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Apabila   Apabila PENGGUGAT  bermaksud mengenaikan dwangsom sebesar Rp. 1.000.000 , seharusnya dalam petitum berbuyi “Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II  membayar uang paksa (dwangsom) masing-masing   sebesar Rp. 500.000,-.” Sehingga sangat jelas dali PENGGUGAT tersebut merupakan penafsiran akal-akalan dari PENGGUGAT sendiri untuk membenarkan gugatannya. 

b. 
Selanjutnya terhadap dalil  PARA TERGUGAT dalam jawaban  eksepsi  nomor 3.b.2   mengenai adanya pertentangan  antara posita dan petitum yang berbunyi “Bahwa gugatan  PENGGUGAT  dalam positanya pada point 1 sampai dengan point No. 7 jelas-jelas mempermasalahkan  masalah kemasan produk makanan  yang menurut PENGUGAT telah melanggar ketentuan, namun dalam petitumnya  tuntutan PENGGUGAT  berkaitan dengan tuntutan penghinaan. Untuk ini  dapat dilihat pada petitum point 2  : Menyatakan TERGUGAT I dan TERGUGAT II  telah melakukan penghinaan dan seterusnya… “  sama sekali  tidak dibantah oleh PENGGUGAT dalam Repliknya .  Sehingga secara hukum PENGGUGAT telah mengakui  kebenaran dalil  tersebut. Oleh karenanya terbukti gugatan PENGGUGAT obscur libels    karena terdapat saling pertentangan antara posita dan petitum ( vide pasal 164 HIR “ pengakuan merupakan bukti yang terkuat yang tidak dapat dibantah lagi keberannya”).

5. 
Gugatan PENGGUGAT prematur.


5.1.
Bahwa  PENGGUGAT  telah salah dalam  mengutip dan memberikan tafsiran terhadap bunyi pasal 1373 yang menurutnya disadur dari KUHPerdata yang disusun oleh Prof. Soebekti, SH dan R. Tjitrosudibio yang berbunyi : “ Selain dari itu si terhina dapat menuntut supaya dalam putusan itu  juga dinyatakan, bahwa perbuatan-perbutan yang telah dilakukan adalah memfitnah atau menghina. Jika ia menuntut... berlakulah ketentuan-ketentuan dalam pasal 311 Kitab Undang-Undang Hukum pidana....”  


5.2.
Bahwa  sesungguhnya bunyi yang sebenarnya dari pasal 1373 KUHPerdata  yang disusun oleh Prof Soebekti, SH dan R. Tjitrosudibio adalah berbunyi “selain  daripada itu, terhina dapat menuntut  supaya dalam putusan itu juga  dinyatakan  bahwa perbuatan yang telah dilakukan  adalah menfitnah  atau menghina. Jika ia mnuntut penyataan, bahwa  perbuatan yang telah dilaukan  itu bersifat  menfitnah, maka  berlakulah ketentuan –ketentuan  dalam pasal 314 Kitab Undang Undang hukum Pidana  untuk penuntutan  tentang menfitnah...”. Bahkan dalam  Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang dihimpun oleh Soedharyono Soimin, SH  pasal 1373 juga berbunyi sama , yaitu : “selain  daripada itu, terhina dapat menuntut  supaya dalam putusan itu juga  dinyatakan  bahwa perbuatan yang telah dilakukan  adalah menfitnah  atau menghina. Jika ia mnuntut penyataan, bahwa  perbuatan yang telah dilaukan  itu bersifat  menfitnah, maka  berlakulah ketentuan –ketentuan  dalam pasal 314 Kitab Undang Undang hukum Pidana  untuk penuntutan  tentang menfitnah...”



Jadi dalam hal ini siapa sesungguhnya  yang telah memberikan persepsi pribadi dan tafsiran yang menyesatkan ? bukankah PENGGUGAT sendiri yang telah merubah isi undang-undang sebagai upaya untuk memperkuat dalil PENGGUGAT pribadi.  Kalaupun PENGGUGAT ada unsur kesengajaan merubah bunyi pasal 1373 KUHPerdata hanya sekedar untuk mempertahankan dalil-dalilnya, maka perbuatan PENGGUGAT dapat diklasifikasikan telah memalsukan bunyi sebenarnya dari pasal tersebut, dan perbuatan PENGGUGAT merubah dari bunyi pasal tersebut  selain melanggar hukum juga sangat tidak pantas dilakukan oleh PENGGUGAT sebagai seorang PENGACARA  yang katanya sudah “melek”  hukum. 

5.3.
Bahwa  dengan merujuk pada ketentuan pasal 1373 KUHPerdata, maka  tuntutan  PENGGUGAT mengenai perbuatan menfitnah tidaklah dapat diajukan sebelum tuduhan atas perbuatan menghina    memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan pasal 314  ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang  berbunyi “ Kalau terhadap yang dihinakan telah dimulai penuntutan hukuman karena perbuatan yang dituduhkan padanya,  maka penuntutan karena memfitnah dipertangguhkan dahulu  sampai perbuatan yang dituduhkan itu dapat keputusan hakim yang tetap. “


Bahwa   dengan bunyi pasal 314 ayat (3) KUHPidana sebagaimana yang termaktup dari bunyi pasal 1373 KUHPerdata  gugatan PENGGUGAT adalah  terbukti prematur, karena ternyata tuduhan atas perbuatan penghinaan belum dapat dibuktikan  secara hukum bahkan belum mendapatkan suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Oleh karenanya  saat ini  tidaklah dapat PENGGUGAT mengajukan gugatan atas perbuatan menfitnah  terhadap  PARA TERGUGAT.

6.
Bahwa  tehadap dalil PENGGUGAT point   8 sesungguhnya merupakan pembenaran  dari PENGGUGAT  sendiri  bahwa  perubahan gugatan diperbolehkan sepanjang tidak  mengubah/menyimpang dari kejadian materiil (vide  Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 6 Maret 1971 Reg. No. 2098 K/Sip/1970 jo Putusan Mahkamah Agung R.I.  tanggal 3 Desember  1974 Reg. No. 1043 K/Sip/1971 dan sepanjang perubahan tersebut tidak merugikan kepentingan TERGUGAT. 


Dalam hal ini jelas-jelas  perubahan tersebut telah menyimpang dari kejadian materiilnya, karena  penambahan pihak TERGUGAT  I telah menimbulkan keaadan baru , dimana kapasitas TERGUGAT I sebagai karyawan dari TERGUGAT II saling tumpang tindih karena  TERGUGAT telah digugat secara pribadi ansih. Hal ini adalah tidak tepat kalau dikatakan tidak mengubah gugatan secara materiil  maupun  pokoknya. Dengan demikianlah terbuktilah  pnambahan pihak tersebut  telah menibulkan suatu keadaan  yang merugikan  baik bagi TERGUGAT I maupun bagi TERGUGAT II  dan  gugatan yang demikian  jelas-jelas telah menyalahi hukum acaran yang berlaku dan kepatutan. Adalah tepat apabila perubahan tersebut  tidak dapat diterima atau ditolak.

DALAM POKOK PERKARA

1.  
Bahwa terhadap  hal-hal yang telah dikemukakan oleh PARA TERGUGAT   dalam eksepsi  adalah juga temasuk dalam pokok  perkara yang  merupakan satu     kesatuan yang tidak terpisahkan.

2.
Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap pada dalil-dalil semula dalam Jawaban dan oleh karenanya  menolak dengan tegas seluruh dalil dalil PENGGUGAT kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PARA TERGUGAT. 

3.
Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT point  3 karena  permasalahan pemberian kuasa tidak dapat dipisahkan begitu saja dari  gugatan  ini. masalah pemberian kuasa tetap menjadi persoalan yang harus dikemukaan karena surat kuasa yang diajukan oleh PENGGUGAT sebagai dasar untuk mengajukan klaim kepada TERGUGAT II  salah satunya barulah muncul dalam gugatan ini. Bahkan nama nama-nama dari para konsumen yang memberikan kuasa kepada PENGGUGAT juga baru muncul dalam gugatan ini. Padahal PARA TERGUGAT sudah berulang kalimempertanyakannya. Entah apa maksud PENGGUGAT menyembunyikan nama-nama kliennya ?????   

4.
Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT point  4 karena klarifikasi yang diberikan oleh PENGGUGAT bersifat menyesatkan dan hanya merupakan pembelaan diri yang membabi buta  yang dilakukan oleh orang yang kalap.

5.
Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT point  5 karena hanyalah merupakan upaya PENGGUGAT untuk memutarbalikan fakta semata dan merupakan upaya pembelaan diri PENGGUGAT yang tidak mau mengaca pada sikap tindaknya sendiri. 


5.1.
Sebelumnya PARA TERGUGAT juga mempertanyakan, apakah  dalam mengirimkan somasinya yang menuduh TERGUGAT II telah menjual barang yang illegal karena tidak terdaftar di BPOM Departemen Kesahatan, PENGGUGAT   mengirimkannya dengan tertutup ???? jawabannya adalah tidak karena PENGGUGAT mengirimkannya dahulu  dengan faximile   baru selanjutnya asli surat dikirim melalui pos dan terhadap tatacara pengiriman seperti ini PARA TERGUGAT sama sekali tidak mempermasalahkan. Padahal tuduhan yang dilakukan oleh PENGGUGAT sangat membahayakan  karena bersifat mendekriditkan dan kebohongan yang menyesatkan  dan dapat mempengaruhi pasar TERGUGAT II. Lalu apa bedaya cara pengiriman yang dilakukan oleh  PARA TERGUGAT dengan yang dilakukan oleh PENGGUGAT ????? toh tatacara pengirman tersebut PENGGUGAT yang memulainya. PENGGUGAT hanya mengikuti saja. 

5.2. Apakah PENGGUGAT  tidak bisa membaca ???? jelas-jelas surat tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT, dimana  di sana disebutkan “kepada WDL & Rekan … Up.  Yth. Bapak C. Herry I. Lumoindong”. Jadi jelas-jelas surat tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT. Sehingga anggapan PENGGUGAT karena surat tersebut tidak menyebutkan “private and confidential” lalu menganggap surat tersebut bersifat terbuka. Apalagi PENGGUGAT mengakui surat tersebut  merupakan kelanjutan surat-surat sebelumnya yang dibuat oleh PENGGUGAT tanpa menyebutkan “private and confidential”. Padahal surat-surat PENGGUGAT jelas-jelas membahayakan image pasar TERGUGAT II.

5.3. Berdarakan hal-hal tersebut jelas terbukti dalil PENGGUGAT sangat mengada-ada.

6. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT point  6 dan 7 karena bersifat pemutarbalikan fakta semata. PARA TERGUGAT pun mempertanyakan apakah PENGGUGAT tidak bisa membaca  dengan jelas pernyataan PARA TERGUGAT dalam jawaban ? 

6.1. Jelas-jelas  kalimat yang menyatakan “untuk dan atas nama konsumen yang memberi kuasa kepada kami …” hanya terdapat pada surat tertanggal 24 Juni 2004. Sedangkan pada surat-surat PENGGUGAT selanjutnya   tertanggal 1 Juli 2004 No.  188/.................-EX/VII/2004, tertanggal 12 Juli 2004 No.  195/ ................-EX/VII/2004 dan tertanggal  23 Juli 2004  No. 202/ ..............L-EX/VII/2004  (TI,TII-3, TI,TII-4, TI,TII-5) tidak satupun menyebutkan “bertindak untuk dan atas nama klien kami /konsumen” dan surat-surat inilah yang PARA TERGUGAT permasalahkan. Oleh karenanya PARA TERGUGAT membalikan pernyataan  PENGGUGAT sendiri, apakah PENGGUGAT amnesia ?????????

6.2. Dengan demikian sesungguhnya  dengan dalil PENGUGAT  tersebut membuktikan bahwa  PENGGUGAT mengakui  hanya pada surat tertanggal 24 Juni 2004, PENGGUGAT bertindak untuk dan atas nama konsumennya. Sedangkan pada surat-surat berikutnya  yaitu surat tertanggal 1 Juli 2004, 12 Juli 2004 dan  23 Juli 2004  PENGGUGAT tidak menyebutkan mengenai hal tersebut.

6.3. Dengan tidak adanya kalimat menyebutkan “bertindak untuk dan atas nama klien kami /konsumen” pada surat tertanggal 1 Juli 2004, 12 Juli 2004 dan 23 Juli 2004, maka secara hukum  dalam memberikan surat-surat tersebut; kecuali surat tanggal 24 Juni 2004; PENGGUGAT telah nyata-nyata bertindak  untuk  diri pribadi yang menyebabkan PENGGUGAT bertanggung jawab secara pribadi. Sehingga pernyataan PARA TERGUGAT pada surat tertanggal 12 Juli 2004 bukanlah merupakan suatu tindakan penghinaan maupun fitnah karena hal ini sesuai dengan kenyataan yang ada. Perlu PENGGUGAT ingat dalam persidangan perdata yang diperlukan adalah bukti formil. Dalam hal ini jelas secara formil memang dalam surat-surat tertanggal tertanggal 1 Juli 2004, 12 Juli 2004 dan 23 Juli 2004 tidak ada satu kalimatpun yang berbunyi menyebutkan “bertindak untuk dan atas nama klien kami /konsumen”.  Sehingga secara hukum dalil PENGGUGAT mengenai adanya perbuatan penghinaan maupun fitnah adalah sama sekali  tidak terbukti.

7. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT point  8 karena PENGGUGAT kembali membuat asumsi dan penafsiran sendiri   terhadap bunyi pasal suatu undang-undang.

7.1. Bahwa dalam jawabannya jelas-jelas  PARA TERGUGAT mensitir bunyi undang-undang pasal 1376  yang maksudnya untuk menegaskan bahwa  suatu tuduhan tentang penghinaan tidak dapat dikabulkan  jika tidak ada maksud untuk menghina dan jika  hal itu dilakukan  untuk kepentingan umum dan pembelaan darurat  terhadap dirinya.

7.2. Dalam hal ini tidak ada maksud dari PARA TERGUGAT untuk menghina maupun melecehkan  PENGGUGAT. Semua tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT hanyalah merupakan pembelaan diri sesuai dengan fakta yang ada yang nyata-nyata  secara formil menegaskan PENGGUGAT telah bertindak tidak untuk dan atas nama konsumennya/kliennya karena dalam surat-suratnya tidak menyebutkan “bertindak untuk dan atas nama klien kami /konsumen”.
7.3. Berdasarkan hal-hal tersebut adalah tepat apabila Majelis Hakim menolak tuntutan PENGGUGAT  dengan didasarkan pada pasal 1367 KUHPerdata tersebut.

8. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas dalil PENGGUGAT point  9 dan 10 karena tidak terbukti PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melecehkan maupun menghina  PENGGUGAT sebagaimana ketetuan pasal 1372 KUHPerdata.  Sehingga secara hukum adalah tepat apabila tuntutan ganti rugi secara immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk ditolak.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konpensi adalah juga  termasuk dalam Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan  yang tidak terpisahkan.

2. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI tetap pada dalil-dalil semula dalam gugatan Rekonpensi dan oleh karenanya  menolak dengan tegas seluruh  dalil TERGUGAT REKONPENSI, kecuali terhadap hal-hal  yang diakui secara tegas kebenarannya oleh PENGGUGAT REKONPENSI.

3. Bahwa oleh karena TERGUGAT REKONPENSI   sama sekali tidak  menanggapi seluruh dalil  gugatan  Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI maka  secara hukum TERGUGAT REKONPENSI telah mengakui seluruh dalil PENGGUGAT REKONPENSI. (vide pasal 164 HIR, pengakuan merupakan bukti terkuat dan terpenuh  yang tidak dapat dikesampingkan kebenarannya).

3.1. Secara hukum gugatan rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI  adalah mengenai perbuatan melawan hukum  yang dilakukan oleh   TERGUGAT REKONPENSI  yang telah  menuduh  bahwa produk-produk  (Witor’s Extra Milk, Piasten (coklat), Mark & Spensel Selai dan Permalat Biskuit) yang dijual di  tempat PENGGUGAT REKONPENSI  yaitu  di .........................  adalah illegal karena tidak terdaftar  pada BPOM Departemen Kesehatan R.I. dan  bahwa produk-produk tersebut telah kedaluwarsa.

3.2. Bahwa atas  dalil gugatan PENGGUGAT REKONPENSI  a quo sama sekali tidak disangkal bahkan tidak ditanggapi sama sekali oleh TERGUGAT REKONPENSI. Sehingga secara hukum TERGUGAT REKONPENSI telah mengakui  dalil-dalil gugatan PENGGUGAT REKONPENSI.

3.3. Bahwa  telah terbukti sesuai dengan Persetujuan Pendaftaran No. 447/BB/REG/MD/03/97/7078 atas nama importir/perwakilan PT. ………….. dan Persetujuan Pendaftaran PO.01.02.5074. PKPI/MLT/03/02 atas nama importir PD. …………….., atas produk-produk yang dituduhkan illegal  oleh TERGUGAT REKONPENSI   telah terdaftar pada BPOM  Departemen Kesehatan dan  telah terbukti bahwa terhadap tuduhan mengenai  produk yang daluwarsa  adalah tidak benar (TI-TII – 1, TI-TII-2, TI-TII-3).
3.4. Dengan tidak terbuktinya tuduhan TERGUGAT REKONPENSI tersebut, maka secara hukum  terbukti tuduhan yang  dilakukan oleh TERGUGAT REKONPENSI tersebut bersifat fitnah dan kebohongan  yang menyesatkan  yang dapat merusak image pasar dari usaha PENGGUGAT REKONPENSI  dan dapat mencemarkan nama baik PENGGUGAT REKONPENSI.
4. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI menolak dengan tegas dalil TERGUGAT REKONPENSI  nomor 3 karena telah terbukti  tidak ada perbuatan penghinaan  dan fitnah yang dilakukan oleh PENGGUGAT REKONPENSI karena, 

4.1. Bahwa sesuai dengan surat tertanggal 1 Juli 2004 tersebut, tertanggal 12 Juli 2004 dan surat tertanggal 23 Juli 2004  yang dikirim oleh TERGUGAT REKONPENSI  jelas-jelas tidak mengatasnamakan kliennya karena kenyataan dalam surat-surat tersebut TERGUGAT REKONPENSI telah bertindak atas nama pribadi dengan tidak mencantumkan kalimat “ bertindak untuk dan atas nama klien kami “ (TI,TII-4, TI,TII-5, TI,TII-6)
4.2. Sehingga segala tanggungjawab secara hukum akan menjadi tanggung-jawab dari TERGUGAT REKONPENSI sendiri sebagai Pengacara bukan lagi tanggung-jawab orang yang diwakili (kliennya). Oleh karenanya  tuduhan bahwa PENGGUGAT REKONPENSI telah melakukan penghinaan adalah tidak terbukti sama sekali 

5. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI  menolak dalil TERGUGAT REKONPENSI karena terbukti  gugatan rekonpensi ini didasarkan atas bukti-bukti otentik yang akan PENGGUGAT REKONPENSI buktikan dalam acara pembuktian nanti.

6. Bahwa PENGGUGAT REKONPENSI menolak dengan tegas dalil TERGUGAT  REKONPENSI  point 5 karena  tidak berdasarkan hukum dan hanya merupakan upaya TERGUGAT REKONPENSI untuk memutarbalikan fakta semata.

8.1. Bahwa telah terbukti TERGUGAT REKONPENSI melakukan perbuatan melawan hukum kepada PENGGUGAT REKONPENSI, yaitu telah mengajukan tuduhan yang bersifat fitnah dan kebohongan   dengan mengatakan PENGGUGAT REKONPENSI  bahwa produk-produk yang dijual di tempat PENGGUGAT REKONPENSI  illegal karena tidak  terdaftar pada BPOM Departemen Kehakiman dan produk tersebut telah daluwarsa. Padahal nyata-nyata tuduhan tersebut  tidak benar dan sangat mendekriditkan.

8.2. Bahwa oleh karena  produk-produk tersebut nyata-nyata telah terdaftar pada BPOM  Depertemen Kesehatan R.I., maka secara hukum tidak ada halangan bagi PENGGUGAT REKONPENSI  untuk menjual produk-produk tersebut pada saat ini. Namun tetap saja PENGGUGAT REKONPENSI  menderita kehilangan keuntungan yag seharusnya diperoleh akibat  tidak dapat menjual-produk-produk tersebut pada awal permasalahan ini kardena harus melakukan pengecekan terhadap kebenaran tuduhan TERGUGAT REKONPENSI.

8.3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut  PENGGUGAT REKONPENSI telah menderita kerugian baik materiil maupun immateriil.

9. Terhadap dalil-dalil TERGUGAT REKONPENSI tidak perlu PENGGUGAT REKONPENSI  tanggapi karena tidak ada relevansinya dengan perkara ini. Dan oleh karenanya PENGGUGAT REKONPENSI tetap pada dalil-dalil pada gugatan rekonpensi semula.

MAKA, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudilah kiranya MAJELIS HAKIM mengabulkan dan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II  seluruhnya;

2. Menyatakan  TERGUGAT I dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak  gugatan PENGGUGAT seluruhnya;

2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonpensi PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II untuk seluruhnya;

2. Menyatakan TERGUGAT REKONPENSI telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT REKONPENSI I dan PENGGUGAT REKONPENSI II.
3. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk membayar  ganti rugi  yang dengan perincian sebagai berikut :

a. Kerugian materil sebesar Rp. 378.500.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu  rupiah)

b. Kerugian immateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

4. Menghukum TERGUGAT REKONPENSI untuk  membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang sedail-adilnya menurut hukum dan kepatutan (ex Aequo  et Bono)

Hormat kami

Kuasa Hukum  

TERGUGAT  I KONPENSI dan 

TERGUGAT II KONPENSI/PENGGUGAT REKONPENSI,
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